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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia tidak lepas dari munculnya 

berbagai badan usaha termasuk salah satunya yaitu perseroan terbatas. Perseroan 

terbatas merupakan pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh 

masyarakat, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas jauh 

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk badan usaha lainnya. Perseroan 

terbatas adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan 

modal yang terdiri dari saham. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya ditulis UU Perseroan Terbatas, 

dikatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini 

serta peraturan pelaksanaannya.1 Dalam menjalankan perusahaan berjenis 

perseroan terbatas, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. 

Artinya sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi atau kepemilikan 

perusahaan tanpa harus membubarkan dan mendirikan perusahaan kembali. Selain 

itu, oleh karena dibentuk berdasarkan kesepakatan maka hal ini berarti bahwa 

perseroan terbatas didirikan oleh minimal 2 (dua) orang. Pembuatan perjanjian ini 

																																																								
1 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. 
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harus diketahui oleh notaris dan dibuatkan aktanya untuk mendapatkan pengesahan 

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum resmi menjadi perusahaan 

berjenis perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah sebagai badan usaha yang 

bertujuan untuk mencari keuntungan, maka secara langsung maupun tidak langsung 

banyak berhubungan dengan pihak ketiga dan untuk dapat memberikan kepastian 

hukum dalam kegiatan usaha yang telah dilakukannya itu diperlukan akta otentik 

yang dibuat dihadapan notaris. 

Perseroan terbatas di dalam menjalankan kegiatan usahanya contohnya di 

bidang asuransi, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengalami risiko yaitu 

seperti tidak dapat meneruskan usahanya termasuk memenuhi kewajibannya pada 

kreditor atau tertanggung. Ketidakmampuan dalam pelaksanaan kewajiban oleh 

debitor dapat diajukannya permohonan pailit. Jadi perusahan yang bergerak di 

dunia asuransi tidak menutup kemungkinan mengalami kepailitan.2 Oleh karena itu 

dalam menjamin keadilan untuk masing-masing pihak, pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya ditulis UU Kepailitan. 

Berdasarkan UU Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua 

kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh 

kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini.3 Kata pailit berasal dari bahasa Prancis: failite yang berarti kemacetan 

																																																								
2 Edward Manik, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan), (Bandung: Mandar Maju, 2012), 
hal. 16-17. 

3 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
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pembayaran. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak melakukan 

pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.4 Pernyataan pailit tidak 

boleh diputuskan begitu saja melainkan harus didahului dengan pernyaataan pailit 

oleh pengadilan.5 Setelah putusan permohonan penyataan pailit diucapkan oleh 

hakim pengadilan niaga, maka timbul sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan 

hukum yang dilakukan debitor yaitu semua harta kekayaan debitor akan berada di 

bawah sitaan umum dan debitor demi hukum telah kehilangan hak untuk menguasai 

dan mengurus harta kekayaannya karena sudah diurus oleh kurator sampai proses 

kepailitan berakhir termasuk pemberesan seluruh utang-utangnya. Debitor pailit 

sejak putusan dijatuhkan oleh pengadilan harus menyingkir untuk sementara waktu 

menghindari tudingan yang tidak sedap akan penggelapan hartanya sendiri.6 

Tujuan dari pelaksanaan kepailitan dilihat dari hukum kepailitan memiliki 

tujuan utama antara lain adalah untuk menjamin pembagian yang sama terhadap 

harta kekayaan debitor di antara para kreditornya, untuk mencegah agar debitor 

tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya, 

dan untuk memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para 

kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.7 Syarat yang harus 

dipenuhi untuk mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih 

																																																								
4 Eman Radjagukguk, “Peranan Hukum Dalam Perkembangan Pada Era Globalisasi”, 

Jurnal Hukum Volume 16 Nomor II, hal. 114. 
5 Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis (Dalam Pengurusan 

dan Pemberesan Harta Pailit), Cet ke-1, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2016), hal. 45. 
6 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 

181. 
7 Sutan Remy, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan, Cet ke-1, (Jakarta: Grafiti, 2009), hal. 38. 
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kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 

dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas 

permohonan satu atau lebih kreditornya.8 Hal ini yang menjadi syarat utama untuk 

mengajukan permohonan pernyataan pailit. 

Pada saat ini manusia seringkali dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak 

diinginkan terjadi misalnya bencana alam, kebakaran rumah, kerusakan barang, 

ataupun kecelakaan diri. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud ini 

disebut risiko.9 Untuk mengatasi risiko dalam kenyataannya terdapat beberapa cara 

atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan mengalihkan risiko pada pihak lain yaitu dengan mengikatkan diri 

dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan asuransi.10 Asuransi 

menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk meminimalisir risiko yang 

mungkin dapat menimbulkan kerugian atas harta kekayaan atau jiwa seseorang 

dengan cara mengalihkan kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi. Dalam hal 

tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka pihak penanggung yaitu 

perusahaan asuransi berkesempatan mengumpulkan premi yang dibayar oleh 

beberapa pihak tertanggung.11 

Asuransi atau pertanggungan kerugian timbul karena kebutuhan manusia. 

Tuntutan kebutuhan terhadap pertanggungan asuransi terus berkembang mengikuti 

tingkat kompleksitas risiko yang timbul dan mengancam pribadi maupun dunia 

																																																								
8 Jono, Hukum Kepailitan, Cet ke- 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 4. 
9 A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 

hal. 1. 
10 Ibid.  
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Cet ke-4, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2006), hal. 12-13. 
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usaha. Perlindungan jasa asuransi dalam mengatasi risiko telah melahirkan usaha 

perasuransian sebagai suatu bisnis. Industri asuransi dapat memegang peranan 

penting bagi perekonomian suatu bangsa dalam bentuk penyediaan jasa pengambil 

alihan risiko, sehingga memungkinkan pribadi atau pelaku usaha membuat suatu 

perencanaan yang baik untuk perlindungan mereka terhadap risiko yang timbul dari 

ketidak pastian.12 

Asuransi telah dikenal sejak lama dimulai pada zaman Yunani.13 Pengertian 

Asuransi atau Pertanggungan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD), Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan 

mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan 

menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dihadapinya yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.14 Kemudian pengertian yang 

diberikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian selanjutnya 

ditulis UU Perasuransian, menyebutkan bahwa bentuk badan hukum penyelenggara 

usaha perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi, usaha bersama yang telah 

ada pada saat undang-undang ini diundangkan.15 

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, 

baik dalam mengahadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau dalam 

menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Perusahaan asuransi sebagai 

																																																								
12 Ibid. 
13 A. Junaedy Ganie, Op.Cit., hal. 31. 
14 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 

Indonesia, Cet ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hal. 196. 
15 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian. 
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lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan positif baik bagi 

masyarakat, perusahaan asuransi maupun bagi pembangunan negara.16 Perusahaan 

asuransi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan yang 

tidak jauh berbeda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang 

diberikan kepada masyarakat di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi 

sebagai penanggung pertama dan sebagai pihak dalam perjanjian asuransi tentu 

mempunyai kewajiban. Kewajiban tersebut adalah bahwa perusahaan harus 

membayar setiap tuntutan klaim yang diajukan kepadanya sesuai dengan syarat-

syarat perjanjian. Jadi, karena perjanjian asuransi yang telah diadakan dengan para 

tertanggung sebagai nasabah, perusahaan harus tetap siap sedia untuk memenuhi 

setiap tuntutan klaim yang setiap waktu dapat terjadi dari nasabah atau tertanggung. 

Sepanjang tuntutan-tuntutan tersebut dapat dipenuhi dan masih ada dalam batas 

kemampuan sendiri, tidak akan menimbulkan kesulitan baik bagi pihak perusahaan 

maupun para tertanggung. 

Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian asuransi adalah 

tertanggung sebagai pemegang polis memiliki kewajiban membayarkan sejumlah 

uang berupa premi yang menjadi hak penanggung, sedangkan penanggung berjanji 

akan memenuhi kewajibannya yaitu mengambil alih risiko yang diderita 

tertanggung apabila telah terpenuhinya syarat yang diperjanjikan dalam perjanjian 

asuransi. Dengan terpenuhinya syarat yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi 

maka tertanggung dapat mengajukan klaim manfaat asuransi yang menjadi haknya 

																																																								
16 Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung 

Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 1. 
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berupa pembayaran sejumlah uang sebagai ganti kerugian atas risiko yang diderita 

oleh tertanggung. 

Dibalik perlindungan akan rasa aman yang diberikan dari jasa asuransi, 

perusahaan asuransi seperti halnya perusahaan lainnya tidak terlepas dari ancaman 

pailit. Perusahaan asuransi tidak selalu berjalan dengan mulus. Perusahaan asuransi 

bisa pailit kapan saja apabila manajemen perusahaan asuransi tidak berjalan dengan 

baik. Untuk itu diperlukan sebuah manajemen yang dapat mengelola atau mengolah 

harta kekayaan perusahaan asuransi dengan baik. Kepailitan pada sebuah 

perusahaan asuransi dapat terjadi karena ketidak mampuan perusahaan dalam 

melunasi klaim dari tertanggung yang sudah jatuh tempo, dan saat perusahaan 

asuransi pailit maka pihak yang dirugikan adalah tertanggung/pemegang polis 

karena tidak dapat meminta pembayaran klaim. Hal seperti ini sungguh tidak 

mencerminkan nilai-nilai yang terkandung pada prinsip itikad baik (utmost good 

faith) dalam asuransi.17 

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahan asuransi, perusahaan 

reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 

di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. 

Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga 

pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang 

memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.18 

																																																								
17 Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, 

Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Cet ke-3, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 56. 
18 Man Suparman Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 94. 
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Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menyebutkan dalam hal debitor adalah 

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha 

Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan 

pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. 

Kemudian terdapat beberapa perubahan yang mengatur mengenai pihak-

pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini disebabkan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan selanjutnya ditulis UU OJK. Berdasarkan Pasal 55 UU OJK menyatakan 

sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan 

pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana 

pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari 

Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke 

Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan itu, mengenai lembaga asuransi diatur 

juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 

tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi 

Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, POJK Nomor 

73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi yang Baik Bagi 

Perusahaan Perasuransian, dan POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang 

Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi 

Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 

Pasca diundangkannya UU OJK terjadi peralihan fungsi pengaturan dan 

pengawasan Perusahaan Asuransi dari Menteri Keuangan yang beralih ke Otoritas 

Jasa Keuangan. Hal ini berdampak pula pada pengajuan permohonan pernyataan 
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pailit terhadap Perusahaan Asuransi yang juga beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. 

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan 

pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, 

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK. Tujuan 

dibentuk Otoritas Jasa Keuangan yaitu agar seluruh kegiatan di sektor jasa 

keuangan bisa terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu 

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 

mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa 

Keuangan sebagai lembaga baru yang terbentuk berdasarkan UU OJK diharapkan 

dapat menata dan memperbaiki sistem pada perbankan dan lembaga keuangan non 

bank, termasuk memperbaiki setiap masalah dalam perasuransian dan memberikan 

perlindungan kepada konsumen atau nasabah perusahaan asuransi. 

Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam 

membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran notaris dalam 

memberikan pelayanan kepentingan umum tersebut adalah memberikan pelayanan 

dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang memerlukan jasa Notaris. Akta 

yang diterbitkan oleh Notaris bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengadakan suatu perjanjian dan 

perbuatan hukum. Akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna sehingga 

dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak 

yang berintikan kebenaran dan keadilan.19 

																																																								
19 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 173. 
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Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris selanjutnya ditulis UU Jabatan Notaris, menyebutkan Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau 

berdasarkan undang-undang lainnya.20 Pejabat umum adalah orang yang 

menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum 

perdata. Definisi yang diberikan oleh UU Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas 

dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Seorang notaris melaksanakan tugas 

jabatannya semata-mata bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi notaris itu 

sendiri, akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum.21 

Menurut Pasal 15 UU Jabatan Notaris, kewenangan notaris adalah membuat 

akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, 

untuk dinyatakan di dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta. Banyak sekali peran 

dan juga manfaat dari menggunakan jasa notaris, notaris juga dapat melakukan 

perubahan dalam anggaran dasar suatu perseroan terbatas, mengatasi adanya 

sengketa, membuat akta pendirian, melakukan pengurusan perizinan dan 

sebagainya. 

																																																								
20 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
21 Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, Renvoi, Nomor 26, Tahun Ketiga, 

2006, hal. 40. 
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Di dalam kepailitan, notaris memiliki peran penting dalam pemberesan 

harta pailit. Harta pailit biasanya terdiri dari barang bergerak dan barang tidak 

bergerak. Untuk penjualan harta tidak bergerak, maka untuk memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai peralihan hak atas tanah dan bangunan, 

maka dibutuhkan penerbitan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) yang bagi pihak pembeli berfungsi untuk proses balik nama. Sedangkan 

untuk penjualan harta bergerak, dapat dilakukan secara akta notariil antara kurator 

dengan pihak pembeli. Berdasarkan hal tersebut, maka Notaris/PPAT memiliki 

fungsi dan peranan penting untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan hukum 

dalam proses pemberesan harta pailit baik dalam proses penjualan di muka umum 

atau lelang dan/atau penjualan di bawah tangan baik atas harta bergerak maupun 

harta tidak bergerak. Akta notariil atau akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT 

ini memberikan pembuktian yang kuat kepada pihak pembeli sebagai bukti otentik, 

dimana apabila kepailitan telah berakhir dan kewenangan kurator telah dicabut, 

maka dengan akta ini tentu akan memberikan kedudukan yang kuat dan tidak 

terbantahkan lagi secara hukum untuk mempertahankan kepemilikan aset-aset 

tersebut baik dari debitor maupun pihak lain. 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini 

akan mengangkat kasus kepailitan yang terjadi pada suatu perusahaan asuransi di 

Indonesia. PT Asuransi Syariah Mubarakah atau yang sebelumnya bernama PT 

Asuransi Jiwa Mubarakah merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha 

asuransi jiwa, dan merupakan perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang 

berbasis syariah. Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai suatu perjanjian asuransi 

yang mewajibkan penanggung untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung 
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didasarkan meninggal atau hidupnya seseorang. Objek asuransi jiwa merupakan 

kepentingan yang menjadi syarat mutlak untuk ditutupnya perjanjian asuransi. 

Kepentingan dalam asuransi jiwa tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi 

berupa jiwa, hubungan kekeluargaan, perasaan suka duka dan sebagainya. 

Mengingat kepentingan dalam asuransi jiwa tidak dapat dinilai dengan uang, 

pengaturan tentang uang asuransi dan penentuan tentang syarat-syaratnya asuransi 

diserahkan kepada kedua belah pihak. Polis merupakan tanda bukti perjanjian 

asuransi jiwa antar penanggung dan tertanggung. Polis dapat digunakan untuk 

menagih klaim terhadap tertanggung setelah jatuh tempo atau meninggalnya 

seseorang yang jiwanya diasuransikan.22 

 PT Asuransi Syariah Mubarakah adalah perusahaan asuransi jiwa lokal 

yang telah beroperasi sejak tahun 2001, dan memiliki banyak nasabah pemegang 

polis di Indonesia. Akan tetapi, sejak tahun 2012 perusahaan ini mengalami 

kegagalan dalam mengelola kesehatan keuangan sehingga akhirnya Otoritas Jasa 

Keuangan mengajukan gugatan pailit. PT Asuransi Syariah Mubarakah dalam 

menjalani kegiatan usahanya di bidang asuransi jiwa telah melakukan perjanjian 

kerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Dari perjanjian-

perjanjian kerjasama yang dilakukan tersebut terdapat beberapa kewajiban yang 

belum atau tidak diselesaikan oleh PT Asuransi Syariah Mubarakah. Kewajiban 

perusahaan asuransi syariah atau klaim manfaat asuransi dapat diklasifikasikan 

sebagai utang menurut UU Kepailitan. PT Asuransi Syariah Mubarakah dalam 

melakukan perjanjian kerjasama, tidak menyelesaikan kewajibannya kepada lebih 

																																																								
 22 Man Suparman Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, (Bandung: Alumni, 
2005), hal. 51-55. 
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dari satu perusahaan atau dengan kata lain, PT Asuransi Syariah Mubarakah 

memiliki 11 (sebelas) kreditor dan tidak membayar lunas seluruh kewajibannya 

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih atau telah memenuhi syarat pailit pada 

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. 

Selain itu, PT Asuransi Syariah Mubarakah juga tidak memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai tingkat solvabilitas perusahaan 

perasuransian sehingga perusahaan ini tidak dapat melunasi kewajibannya kepada 

kreditor. Batas tingkat solvabilitas ini merupakan tolak ukur kesehatan keuangan 

perusahaan asuransi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI 

Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi, mengatur bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan 

reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% 

(seratus dua puluh persen) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat 

dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Rasio tingkat pencapaian 

solvabilitas PT Asuransi Syariah Mubarakah berdasarkan Laporan Keuangan 

Triwulan I Tahun 2010 diketahui hanya sebesar 61% (enam puluh satu persen). 

Atas hal itu, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan beberapa upaya 

pembinaan terhadap PT Asuransi Syariah Mubarakah yaitu berupa Sanksi 

Peringatan Pertama, Sanksi Peringatan Kedua, Sanksi Peringatan Ketiga, dan 

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Akan tetapi, sampai jangka waktu yang 

ditentukan dalam Surat Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asuransi Syariah 

Mubarakah masih tidak dapat mengatasi penyebab dikenakan sanksi ini, sehingga 

perusahaan akhirnya dikenakan Sanksi Pencabutan Izin Usaha berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia KEP-779/KM.10/2012 pada 
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tanggal 28 Desember 2012. Sejak itu, Otoritas Jasa Keuangan telah banyak 

menerima pengaduan dari masyarakat pemegang polis atau kreditor berkaitan 

dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi yang seharusnya menjadi kewajiban 

PT Asuransi Syariah Mubarakah untuk dilunasi. Berdasarkan hal itu, guna 

melindungi kepentingan kreditor (pemegang polis) maka Otoritas Jasa Keuangan 

selaku lembaga yang berwenang mengajukan gugatan permohonan pailit pada PT 

Asuransi Syariah Mubarakah melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: PERANAN NOTARIS DALAM PEMBERESAN 

HARTA PAILIT PT ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH YANG 

DIAJUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi Kasus Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016). 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang 

menjadi rumusan permasalahan untuk dibahas, yaitu: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan saat mengajukan 

permohonan pailit atas PT Asuransi Syariah Mubarakah? 

2. Bagaimana peranan Notaris/PPAT dalam proses pemberesan harta pailit PT 

Asuransi Syariah Mubarakah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian untuk 

dibahas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Otoritas Jasa 

Keuangan saat mengajukan permohonan pailit atas PT Asuransi Syariah 

Mubarakah. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Notaris/PPAT dalam proses 

pemberesan harta pailit PT Asuransi Syariah Mubarakah. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini  ditujukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada 

umumnya atau dapat memberikan sumbangan doktrin hukum bagi 

perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya di 

bidang kepailitan dan kenotariatan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

kalangan akademisi kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintah, institusi 

peradilan termasuk aparatur penegak hukum lainnya dalam rangka 

menerapkan dan menegakkan undang-undang kepailitan maupun peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan kenotariatan di Indonesia. 
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Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi 

kalangan masyarakat luas, berupa pengetahuan mengenai kepailitan 

perusahaan dan peran notaris dalam pemberesan harta pailit. 

 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh 

mengenai bahasan dalam penelitian hukum ini, penulis membagi penhukum ini 

menjadi 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan 

dengan luas pembahasannya. Sistematika penelitian itu sendiri sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab 

selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari tesis 

ini, yang disusun secara sistematis dalam Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta 

Sistematika Penelitian. 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi 

Tinjauan tentang Asuransi (Pengertian Asuransi, Tujuan Asuransi, Prinsip-

Prinsip Asuransi, Pihak-Pihak Dalam Asuransi), Tinjauan tentang 

Kepailitan (Pengertian Kepailitan, Sejarah Hukum Kepailitan, Tujuan dan 

Fungsi Kepailitan, Syarat Permohonan Kepailitan, Prosedur Permohonan 
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Kepailitan, Penjualan Harta Pailit), Tinjauan tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (Pengertian Otoritas Jasa Keuangan, Tujuan Otoritas Jasa 

Keuangan, Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan, Fungsi, Tugas dan 

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan), dan Tinjauan tentang Notaris 

(Pengertian dan Wewenang Notaris, Kedudukan Notaris sebagai Pejabat 

Umum). 

 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai jenis 

penelitian yang digunakan, jenis pendekatan, sumber data yang digunakan 

dalam penelitian, bagaimana cara untuk memperoleh bahan penelitian atau 

teknik pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 

mengenai sifat dari analisis penelitian atau teknik analisis data. Singkatnya, 

bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam tesis 

ini. 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum 

Otoritas Jasa Keuangan saat mengajukan permohonan pailit atas PT 

Asuransi Syariah Mubarakah, dan peranan Notaris/PPAT dalam proses 

pemberesan harta pailit PT Asuransi Syariah Mubarakah. 
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BAB V: KESIMPULAN & SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan Kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dibahas dalam Bab IV dan disertai dengan Saran yang 

relevan. 


